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 Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji 

pergeseran paradigma dari legalitas menuju 

moralitas administrasi dalam konteks fungsi 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia 

sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dengan metode analisis filosofis terhadap 

konsep negara hukum, asas legalitas, serta nilai-nilai 

moral dalam administrasi pemerintahan. Hasil kajian 

menunjukkan bahwa PTUN tidak hanya berfungsi 

sebagai lembaga yang menegakkan legalitas formal 

melalui pengujian keabsahan keputusan tata usaha 

negara, tetapi juga memiliki peran strategis dalam 

mendorong terwujudnya moralitas administrasi yang 

berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada 

kepentingan publik. Dalam perspektif filsafat hukum, 

negara hukum Pancasila menuntut adanya integrasi 

antara norma hukum dan nilai moral, sehingga 

putusan PTUN idealnya tidak berhenti pada aspek 

prosedural semata, melainkan juga 

mempertimbangkan dimensi etika dan keadilan 

substantif. Dengan demikian, penguatan fungsi PTUN 

dalam kerangka moralitas administrasi menjadi 

penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) sesuai dengan nilai-

nilai Pancasila. 

Keywords: Negara Hukum 

Pancasila, Pengadilan Tata 

Usaha Negara, Legalitas, 

Moralitas Administrasi, 

Filsafat Hukum, Good 

Governance. 

 
PENDAHULUAN 

Negara Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Konsekuensi dari penegasan tersebut adalah bahwa seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan 
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harus didasarkan pada hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan 

maupun asas-asas umum  

 

 

pemerintahan yang baik. Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat 

pengendali kekuasaan (control of power), tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, 

ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum 

seringkali masih terjebak pada pendekatan legalistik-formal yang menitikberatkan pada kepatuhan 

terhadap norma tertulis semata, tanpa mempertimbangkan dimensi moralitas dan keadilan 

substantif. 

Dalam konteks administrasi negara, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks 

mengingat luasnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengeluarkan keputusan tata 

usaha negara. Keputusan-keputusan tersebut tidak jarang menimbulkan sengketa antara warga 

negara dengan pemerintah, baik akibat penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan prosedural, 

maupun pengabaian terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme 

peradilan yang mampu mengontrol tindakan administrasi pemerintahan secara efektif dan 

berkeadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hadir sebagai salah satu instrumen penting 

dalam sistem negara hukum Indonesia untuk menyelesaikan sengketa administrasi dan menjamin 

perlindungan hukum bagi warga negara. 

Sejak didirikan, PTUN memiliki fungsi utama untuk menguji keabsahan keputusan tata 

usaha negara berdasarkan aspek legalitas, yaitu kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Fungsi ini mencerminkan paradigma klasik negara hukum yang menempatkan 

hukum sebagai norma yang harus ditaati secara ketat. Namun demikian, perkembangan pemikiran 

filsafat hukum modern menunjukkan bahwa pendekatan legalitas semata tidak lagi memadai untuk 

menjawab kompleksitas permasalahan hukum di masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari 

nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu pergeseran paradigma dari sekadar legalitas menuju moralitas administrasi dalam praktik 

peradilan tata usaha negara. 

Dalam perspektif filsafat hukum, perdebatan mengenai hubungan antara hukum dan moral 

telah menjadi isu klasik yang terus berkembang. Aliran positivisme hukum, misalnya, menekankan 

bahwa hukum adalah norma yang berlaku secara formal tanpa harus mempertimbangkan aspek 

moralitas. Sebaliknya, aliran hukum alam (natural law) berpendapat bahwa hukum yang baik 

adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan universal. Dalam konteks negara 

hukum Pancasila, kedua pendekatan tersebut tidak dapat dipisahkan secara dikotomis, melainkan 

harus diintegrasikan secara harmonis. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai moral 

yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga setiap penegakan hukum 

seharusnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. 

Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, memiliki 

posisi strategis dalam menjembatani antara legalitas dan moralitas administrasi. Dalam 

menjalankan fungsinya, PTUN tidak hanya dituntut untuk menilai keabsahan formal suatu 

keputusan administrasi, tetapi juga untuk mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan 

kepatutan. Hal ini sejalan dengan perkembangan doktrin hukum administrasi modern yang 

menekankan pentingnya asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas keadilan, kepastian 

hukum, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Asas-asas tersebut pada dasarnya 

merupakan manifestasi dari nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
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Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa implementasi fungsi PTUN dalam 

mendorong moralitas administrasi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan 

utama adalah kecenderungan hakim untuk tetap berpegang pada pendekatan legalistik yang sempit, 

sehingga putusan yang dihasilkan seringkali belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. 

Selain itu, terdapat pula kendala struktural dan kultural, seperti keterbatasan sumber daya, 

rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya 

berorientasi pada pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi dari legalitas 

menuju moralitas administrasi tidak hanya membutuhkan perubahan pada aspek normatif, tetapi 

juga pada aspek praktik dan budaya hukum. 

Dalam konteks negara hukum Pancasila, pergeseran paradigma tersebut menjadi semakin 

relevan mengingat karakteristik negara hukum Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada 

kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sebagai 

dasar filosofis negara mengandung prinsip-prinsip moral yang harus menjadi landasan dalam setiap 

kebijakan dan tindakan pemerintah, termasuk dalam penyelesaian sengketa administrasi. Oleh 

karena itu, PTUN sebagai lembaga peradilan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan 

bahwa setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan 

bermartabat. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fungsi PTUN dalam negara hukum 

Pancasila tidak dapat dibatasi hanya pada aspek legalitas semata. PTUN harus mampu berperan 

sebagai penjaga nilai-nilai moral dalam administrasi pemerintahan, sehingga dapat mendorong 

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Dengan kata lain, PTUN harus 

menjadi lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan dalam 

arti yang lebih luas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai pergeseran paradigma 

dari legalitas menuju moralitas administrasi dalam fungsi PTUN melalui pendekatan filsafat 

hukum. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konsep negara hukum 

Pancasila mempengaruhi peran dan fungsi PTUN, serta bagaimana nilai-nilai moral dapat 

diintegrasikan dalam praktik peradilan tata usaha negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mewujudkan moralitas administrasi melalui 

putusan-putusan PTUN. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam 

pengembangan ilmu filsafat hukum dan hukum administrasi negara, serta kontribusi praktis dalam 

meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam 

merumuskan strategi penguatan fungsi PTUN sebagai lembaga yang tidak hanya menjunjung 

tinggi legalitas, tetapi juga moralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Akhirnya, urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk membangun sistem hukum yang 

tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga berakar pada nilai-nilai moral yang hidup dalam 

masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan dinamika sosial yang semakin kompleks, keberadaan 

PTUN yang mampu mengintegrasikan legalitas dan moralitas menjadi sangat penting untuk 

menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, telaah 

filsafat hukum terhadap fungsi PTUN dalam negara hukum Pancasila menjadi langkah strategis 

untuk memperkuat fondasi keadilan dan demokrasi di Indonesia. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana konsep legalitas dalam fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam 

sistem negara hukum di Indonesia? 

 

2. Bagaimana konsep moralitas administrasi dalam perspektif filsafat hukum, khususnya 

dalam kerangka negara hukum Pancasila? 

3. Bagaimana pergeseran paradigma dari legalitas menuju moralitas administrasi dalam 

praktik peradilan tata usaha negara? 

4. Bagaimana peran dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam 

mengintegrasikan aspek legalitas dan moralitas administrasi dalam putusan-putusannya? 

5. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan moralitas 

administrasi melalui fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)? 

6. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat fungsi Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) dalam mewujudkan keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai negara 

hukum Pancasila? 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif 

(doctrinal research) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas-asas 

hukum, serta konsep-konsep dalam filsafat hukum yang berkaitan dengan fungsi 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam kerangka negara hukum Pancasila. 

Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis secara mendalam 

pergeseran paradigma dari legalitas menuju moralitas administrasi melalui telaah teoritis 

dan filosofis, bukan melalui pengukuran statistik. 

2. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan, yaitu 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach), dan pendekatan filsafat hukum (philosophical approach). Pendekatan 

perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan 

Pengadilan Tata Usaha Negara, seperti Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji 

konsep-konsep utama seperti legalitas, moralitas administrasi, asas-asas umum 

pemerintahan yang baik, serta konsep negara hukum Pancasila. Sementara itu, pendekatan 

filsafat hukum digunakan untuk memahami hubungan antara hukum dan moral serta 

relevansinya dalam praktik peradilan administrasi. 

3. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

serta peraturan lain yang terkait dengan hukum administrasi negara. Bahan hukum sekunder 

meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli 

yang berkaitan dengan filsafat hukum dan hukum administrasi negara. Adapun bahan 

hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

4. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), 

yaitu dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang 

relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan 

berdasarkan tema-tema tertentu, seperti konsep legalitas, moralitas administrasi, fungsi 

PTUN, serta prinsip-prinsip negara hukum Pancasila. 
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5. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode 

analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara 

sistematis konsep-konsep hukum yang menjadi objek kajian, sedangkan analisis analitis 

digunakan untuk menelaah hubungan antara konsep legalitas dan moralitas administrasi 

dalam konteks fungsi PTUN. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penalaran 

deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum dalam filsafat hukum 

menuju pada analisis yang lebih spesifik terkait fungsi PTUN dalam praktik. 

6. Untuk menjamin validitas dan keabsahan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi 

sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber bahan hukum yang berbeda untuk 

memperoleh pemahaman yang komprehensif. Selain itu, dilakukan pula pengujian 

konsistensi logika dalam analisis agar hasil penelitian memiliki kekuatan argumentatif yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

7. Dengan menggunakan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai pergeseran paradigma dari legalitas 

menuju moralitas administrasi dalam fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kerangka 

negara hukum Pancasila. 

  

Desain Penelitian 

Desain penelitian dalam kajian ini disusun secara sistematis untuk mengarahkan proses 

analisis terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu pergeseran paradigma dari legalitas menuju 

moralitas administrasi dalam fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam kerangka 

negara hukum Pancasila. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan tipe 

penelitian yuridis normatif yang berorientasi pada kajian konseptual dan filosofis. 

Secara umum, desain penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara 

komprehensif konsep-konsep yang berkaitan dengan legalitas, moralitas administrasi, serta fungsi 

PTUN, kemudian dilanjutkan dengan analisis mendalam terhadap keterkaitan antar konsep tersebut 

dalam perspektif filsafat hukum. Desain ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan untuk menguji 

hipotesis secara kuantitatif, melainkan untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena 

hukum secara teoritis dan normatif. 

Alur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah yang berangkat dari adanya 

kecenderungan dominasi pendekatan legalistik dalam praktik peradilan tata usaha negara yang 

belum sepenuhnya mengakomodasi aspek moralitas administrasi. Selanjutnya dilakukan 

perumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, serta penentuan kerangka teoritis yang digunakan 

sebagai landasan analisis, khususnya teori-teori dalam filsafat hukum dan hukum administrasi 

negara. 

Tahap berikutnya adalah pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yang 

mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian 

diklasifikasikan dan disistematisasi sesuai dengan fokus penelitian, yaitu terkait konsep legalitas, 

moralitas administrasi, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta fungsi dan kewenangan 

PTUN. 

Setelah tahap pengumpulan data, dilakukan proses analisis dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dan penalaran deduktif. Analisis dilakukan 

dengan cara mengkaji hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan nilai-nilai moral yang 

terkandung dalam konsep negara hukum Pancasila. Selain itu, dilakukan pula interpretasi terhadap 
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berbagai konsep filsafat hukum untuk menemukan relevansinya dalam praktik peradilan tata usaha 

negara. 

Desain penelitian ini juga menekankan pada integrasi antara pendekatan normatif dan 

filosofis, sehingga hasil analisis tidak hanya menggambarkan kondisi hukum secara formal, tetapi 

juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dimensi etika dan keadilan 

substantif dalam penyelenggaraan administrasi negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan 

mampu menghasilkan suatu konstruksi pemikiran yang komprehensif mengenai pentingnya 

pergeseran paradigma dari legalitas menuju moralitas administrasi dalam fungsi PTUN. 

Sebagai tahap akhir, dilakukan penarikan kesimpulan yang disusun secara sistematis 

berdasarkan hasil analisis, serta penyusunan rekomendasi yang dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan filsafat 

hukum. Desain penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dan terstruktur dalam 

menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. 

 

Pemilihan Sampel 

Dalam penelitian ini, konsep pemilihan sampel tidak digunakan dalam pengertian 

kuantitatif yang melibatkan populasi dan responden, melainkan dalam bentuk pemilihan bahan 

hukum (legal materials sampling). Hal ini disebabkan karena penelitian ini merupakan penelitian 

yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kajian dokumen, konsep, dan 

pemikiran para ahli. 

Teknik pemilihan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu pemilihan sumber-sumber hukum secara sengaja berdasarkan relevansi dan 

keterkaitannya dengan fokus penelitian. Pemilihan ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum 

yang memiliki nilai otoritatif dan mampu memberikan landasan yang kuat dalam analisis 

pergeseran paradigma dari legalitas menuju moralitas administrasi dalam fungsi Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN). 

Adapun kriteria pemilihan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek. 

Pertama, bahan hukum harus memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian, khususnya yang 

berkaitan dengan hukum administrasi negara, fungsi PTUN, serta konsep negara hukum Pancasila. 

Kedua, bahan hukum tersebut harus memiliki tingkat otoritas yang tinggi, seperti peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, serta karya ilmiah dari para ahli yang diakui dalam 

bidang hukum. Ketiga, bahan hukum dipilih berdasarkan aktualitas dan kontribusinya dalam 

perkembangan pemikiran hukum, terutama yang berkaitan dengan integrasi antara legalitas dan 

moralitas. 

Bahan hukum primer yang dipilih dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain itu, dipilih pula beberapa putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara yang mencerminkan praktik penegakan hukum administrasi, 

khususnya yang menunjukkan pertimbangan tidak hanya pada aspek legalitas formal, tetapi juga 

pada nilai keadilan dan kepatutan. 

Bahan hukum sekunder yang dijadikan sampel meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, serta 

hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang filsafat hukum, hukum administrasi negara, serta 

konsep negara hukum Pancasila. Pemilihan bahan hukum sekunder juga mencakup pemikiran para 

ahli hukum terkemuka yang membahas hubungan antara hukum dan moral, seperti aliran 

positivisme hukum dan hukum alam. 
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Selain itu, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan 

sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan 

dalam penelitian. Seluruh bahan hukum yang dipilih kemudian dianalisis secara sistematis untuk 

memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian. 

Dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam pemilihan bahan hukum, 

penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam, relevan, dan memiliki 

validitas ilmiah yang tinggi dalam mengkaji pergeseran paradigma dari legalitas menuju moralitas 

administrasi dalam fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara. 

 

Pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library 

research), mengingat penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada 

analisis bahan hukum dan literatur ilmiah. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, 

mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber data yang relevan dengan topik 

penelitian, yaitu pergeseran paradigma dari legalitas menuju moralitas administrasi dalam fungsi 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam kerangka negara hukum Pancasila. 

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, penelusuran bahan hukum 

primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, 

seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, serta regulasi lain yang mengatur hukum administrasi negara. Selain 

itu, peneliti juga mengkaji putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang relevan sebagai 

bentuk praktik konkret penerapan hukum administrasi. 

Kedua, pengumpulan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil 

penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli di bidang filsafat hukum dan hukum administrasi 

negara. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memperkuat landasan teoritis serta 

memberikan perspektif analitis terhadap konsep legalitas, moralitas administrasi, dan negara 

hukum Pancasila. 

Ketiga, pengumpulan bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber 

referensi lain yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep yang 

digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier membantu peneliti dalam memahami 

terminologi hukum secara lebih tepat dan sistematis. 

 

Selain itu, dalam proses pengumpulan data juga dilakukan teknik dokumentasi, yaitu dengan 

mengarsipkan dan mencatat secara sistematis berbagai bahan hukum yang telah diperoleh. Setiap 

data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu sesuai dengan 

fokus penelitian, seperti aspek legalitas, moralitas administrasi, fungsi PTUN, serta prinsip-prinsip 

negara hukum Pancasila. 

Untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data, peneliti juga melakukan penelusuran sumber 

secara berulang (cross-checking) terhadap berbagai literatur yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk 

memperoleh data yang komprehensif serta menghindari bias dalam pengumpulan informasi. 

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, 

penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang valid, relevan, dan mendalam untuk 

mendukung analisis mengenai pergeseran paradigma dari legalitas menuju moralitas administrasi 

dalam fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara. 
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Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode analisis yuridis normatif yang berfokus pada pengolahan dan penafsiran bahan hukum 

secara sistematis. Analisis data dilakukan untuk mengkaji secara mendalam pergeseran paradigma 

dari legalitas menuju moralitas administrasi dalam fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

dalam kerangka negara hukum Pancasila. 

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap reduksi data, yaitu 

proses seleksi dan penyederhanaan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti 

memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti konsep legalitas, moralitas 

administrasi, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta fungsi dan kewenangan PTUN. Data 

yang tidak relevan disisihkan agar analisis menjadi lebih terarah. 

Kedua, tahap penyajian data (data display), yaitu penyusunan bahan hukum secara 

sistematis dalam bentuk uraian deskriptif. Pada tahap ini, data yang telah direduksi diklasifikasikan 

berdasarkan tema-tema tertentu sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar 

konsep yang dikaji. Penyajian data dilakukan secara naratif dengan menekankan keterkaitan antara 

norma hukum, teori filsafat hukum, serta praktik peradilan tata usaha negara. 

Ketiga, tahap analisis dan interpretasi data, yaitu proses penafsiran terhadap bahan hukum 

yang telah disusun. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu 

menggambarkan konsep-konsep hukum secara rinci sekaligus menganalisis hubungan antara 

legalitas dan moralitas administrasi. Dalam tahap ini, peneliti juga menggunakan pendekatan 

filsafat hukum untuk memahami nilai-nilai moral yang terkandung dalam konsep negara hukum 

Pancasila serta relevansinya dalam fungsi PTUN. 

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik 

kesimpulan dari prinsip-prinsip umum dalam filsafat hukum menuju pada analisis yang lebih 

spesifik terkait praktik peradilan tata usaha negara. Penalaran ini digunakan untuk mengkaji 

bagaimana norma hukum yang bersifat umum dapat diimplementasikan dalam putusan PTUN yang 

mencerminkan keadilan substantif. 

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil analisis secara 

sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan 

keterkaitan antara data yang diperoleh dengan kerangka teori yang digunakan, sehingga 

menghasilkan temuan yang memiliki validitas ilmiah dan kekuatan argumentatif. 

Untuk menjaga keabsahan analisis, dilakukan uji konsistensi logika dan triangulasi sumber, 

yaitu dengan membandingkan berbagai bahan hukum dari sumber yang berbeda. Hal ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa hasil analisis tidak bersifat subjektif, melainkan didasarkan pada 

argumentasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. 

Dengan menggunakan teknik analisis data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu 

menghasilkan kajian yang komprehensif dan mendalam mengenai pergeseran paradigma dari 

legalitas menuju moralitas administrasi dalam fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam negara 

hukum Pancasila. 

 
 

 

Diskusi 

1. Legalitas dalam Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Dalam sistem negara hukum, asas legalitas merupakan prinsip fundamental yang 

menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. 

Dalam konteks Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), legalitas menjadi tolok ukur utama dalam 

menilai keabsahan suatu keputusan tata usaha negara. PTUN berwenang untuk menguji apakah 
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suatu keputusan administratif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dari segi 

kewenangan, prosedur, maupun substansi. 

Pendekatan legalitas ini mencerminkan paradigma positivisme hukum yang menempatkan 

hukum sebagai norma tertulis yang bersifat mengikat. Dalam praktiknya, hakim PTUN seringkali 

berfokus pada aspek formal, seperti apakah suatu keputusan telah dibuat oleh pejabat yang 

berwenang dan sesuai prosedur yang ditentukan. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam 

menjamin kepastian hukum, namun di sisi lain berpotensi mengabaikan aspek keadilan substantif 

apabila hanya berpegang pada teks hukum semata. 

 

2. Moralitas Administrasi dalam Perspektif Filsafat Hukum 

Moralitas administrasi merupakan konsep yang menekankan bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan tidak hanya harus sesuai dengan hukum, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai 

etika, keadilan, dan kepatutan. Dalam perspektif filsafat hukum, moralitas memiliki hubungan yang 

erat dengan hukum, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai aliran pemikiran, seperti hukum 

alam (natural law) yang menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berkeadilan. 

Dalam konteks negara hukum Pancasila, moralitas administrasi memiliki landasan filosofis 

yang kuat. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta 

hikmat kebijaksanaan, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, 

setiap keputusan administratif seharusnya tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga 

mencerminkan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. 

Moralitas administrasi juga tercermin dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik 

(AUPB), seperti asas keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Asas-asas ini 

berfungsi sebagai jembatan antara hukum positif dan nilai-nilai moral dalam praktik administrasi 

negara. 

 

3. Pergeseran Paradigma dari Legalitas menuju Moralitas Administrasi 

Perkembangan hukum modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan 

legalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada keadilan. Dalam konteks 

PTUN, pergeseran ini terlihat dari semakin pentingnya pertimbangan moral dalam putusan-putusan 

hakim. 

Pergeseran ini tidak berarti mengabaikan legalitas, melainkan memperluas cakupan 

penilaian hukum dengan memasukkan dimensi moralitas. Hakim tidak hanya bertindak sebagai 

“corong undang-undang”, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mempertimbangkan nilai 

keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipahami secara sempit sebagai aturan 

tertulis, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif. 

Namun demikian, proses pergeseran ini tidak selalu berjalan mulus. Masih terdapat 

kecenderungan dalam praktik peradilan yang menempatkan legalitas sebagai satu-satunya dasar 

pertimbangan, sehingga moralitas administrasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam putusan 

PTUN. 

 

4. Peran PTUN dalam Mengintegrasikan Legalitas dan Moralitas 

Sebagai lembaga peradilan administrasi, PTUN memiliki peran strategis dalam 

mengintegrasikan legalitas dan moralitas dalam penyelesaian sengketa antara warga negara dan 

pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya, PTUN tidak hanya bertugas menegakkan hukum, 

tetapi juga memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak melanggar prinsip keadilan dan kepatutan. 

Peran ini dapat diwujudkan melalui penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik 



 
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin 

Vol.5, No.9, Agustus 2026 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ISSN : 2810-0581 (online) 

 

 5037 

dalam setiap putusan. Hakim PTUN dapat menggunakan asas-asas tersebut sebagai dasar 

pertimbangan untuk menilai apakah suatu keputusan administratif telah memenuhi standar 

moralitas administrasi. Selain itu, hakim juga dapat melakukan penafsiran hukum secara progresif 

untuk mencapai keadilan substantif. 

Dengan demikian, PTUN berfungsi tidak hanya sebagai penjaga legalitas, tetapi juga 

sebagai penjaga moralitas dalam administrasi negara. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum 

Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. 

 

5. Tantangan dalam Mewujudkan Moralitas Administrasi 

Meskipun memiliki peran strategis, implementasi moralitas administrasi dalam fungsi 

PTUN masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dominasi 

paradigma legalistik yang masih kuat dalam praktik peradilan. Banyak hakim yang masih 

berpegang pada pendekatan formalistik, sehingga kurang memberikan ruang bagi pertimbangan 

moral. 

Selain itu, terdapat pula kendala struktural, seperti keterbatasan sumber daya dan beban 

perkara yang tinggi, yang dapat mempengaruhi kualitas putusan. Faktor kultural juga menjadi 

tantangan, terutama terkait dengan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya menjunjung tinggi 

nilai-nilai etika dan pelayanan publik. 

Di sisi lain, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya dalam hukum 

administrasi juga menjadi hambatan dalam mendorong terwujudnya moralitas administrasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa upaya untuk mengintegrasikan legalitas dan moralitas tidak hanya 

membutuhkan perubahan dalam sistem peradilan, tetapi juga dalam budaya hukum secara 

keseluruhan. 

 

6. Implikasi dalam Kerangka Negara Hukum Pancasila 

Dalam kerangka negara hukum Pancasila, integrasi antara legalitas dan moralitas 

merupakan suatu keniscayaan. Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya memberikan landasan 

normatif, tetapi juga landasan moral bagi penyelenggaraan hukum. Oleh karena itu, setiap praktik 

penegakan hukum, termasuk dalam PTUN, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. 

Implikasi dari hal ini adalah bahwa putusan PTUN tidak boleh hanya berorientasi pada 

kepastian hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan sosial dan kemanusiaan. Dengan 

demikian, PTUN dapat berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik dan berkeadilan. 

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pergeseran dari legalitas menuju 

moralitas administrasi merupakan langkah penting dalam memperkuat fungsi PTUN dalam negara 

hukum Pancasila. Integrasi antara hukum dan moral tidak hanya meningkatkan kualitas putusan, 

tetapi juga memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fungsi Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) dalam sistem negara hukum Indonesia pada awalnya sangat berorientasi pada asas 

legalitas, yaitu menilai keabsahan keputusan tata usaha negara berdasarkan kesesuaian dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini mencerminkan paradigma 

positivisme hukum yang menitikberatkan pada kepastian hukum dan proseduralitas. Namun, dalam 

perkembangan hukum modern, pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab 

tuntutan keadilan substantif dalam masyarakat. 
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Dalam perspektif filsafat hukum, terdapat kebutuhan untuk mengintegrasikan aspek 

moralitas ke dalam praktik penegakan hukum administrasi. Moralitas administrasi menuntut agar 

setiap tindakan pemerintahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, etis, dan berpihak 

pada kepentingan publik. Dalam konteks negara hukum Pancasila, integrasi antara legalitas dan 

moralitas menjadi suatu keniscayaan, mengingat Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang 

bersifat moral dan humanistik. 

Pergeseran paradigma dari legalitas menuju moralitas administrasi dalam fungsi PTUN 

menunjukkan bahwa peradilan tata usaha negara tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjaga norma 

hukum formal, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan substantif. PTUN memiliki peran 

strategis dalam mengintegrasikan kedua aspek tersebut melalui penerapan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik dan penafsiran hukum yang progresif dalam setiap putusannya. 

Meskipun demikian, implementasi moralitas administrasi dalam praktik PTUN masih 

menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek struktural, kultural, maupun paradigma hukum 

yang masih cenderung legalistik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan peran PTUN melalui 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan pemikiran hukum yang lebih progresif, 

serta penguatan budaya hukum yang berorientasi pada keadilan dan etika. 

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan PTUN dalam mengintegrasikan 

legalitas dan moralitas administrasi akan sangat menentukan kualitas penegakan hukum dalam 

negara hukum Pancasila. Integrasi tersebut tidak hanya penting untuk menjamin kepastian hukum, 

tetapi juga untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, sehingga 

mampu memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di 

Indonesia. 
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